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KATA PENGANTAR 

 

 Sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan 

informasi publik dan Peraturan Menteri Pertanian no. 

32/permentan/ot.140/5/2011 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi 

publik di lingkungan Kementerian Pertanian serta Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan 

Masyarakat. BPSIP-BSIP NTT unit penyelenggara pelayanan informasi publik di 

lingkungan Kementerian Pertanian telah melaksanakan Pengukuran Survey 

Kepuasan Masyarakat (SKM) periode Triwulan I (Januari, Februari, Maret) 

Tahun 2024. 

Laporan Hasil Pengukuran SKM ini merupakan evaluasi terhadap 

penerapan 7 unit pelayanan yang ada di BPSIP-BSIP NTT sebagai bentuk 

pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan.  

Evaluasi SKM ini, juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran seberapa 

besar tingkat kepuasan Masyarakat terhadap unit-unit pelayanan yang ada. 

Selain itu juga dapat diambil langkah-langkah tindak lanjut yang tepat guna 

meningkatkan unit pelayanan yang dirasakan masih rendah. 

Kepada semua pihak diharapkan saran dan masukannya untuk perbaikan 

dan peningkatan pelayanan publik BPSIP-BSIP NTT dimasa mendatang. 

 

   Kupang,       April 2024 

  Kepala BPSIP NTT 

 

 

  Dr. Ir. Sophia Ratnawaty, M.Si. 

  NIP. 19670418 199403 2 001 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2008 telah mengesahkan 

Undang-Undang No. 14 tentang keterbukaan informasi publik. Informasi publik 

adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima 

oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan 

penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan 

publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang 

berkaitan dengan kepentingan publik. 

Sebagai salah satu upaya pengejawantahan dari UU no 14 tahun 2008 

tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah megeluarkan Peraturan Menteri 

Pertanian no. 32/permentan/ot.140/5/2011 tentang pengelolaan dan pelayanan 

informasi publik di lingkungan kementerian pertanian. Maksud dari Permentan 

tersebut antara lain: (1) sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan 

menggunakan informasi  pertanian; (2) sebagai dasar bagi Pejabat Pengelola 

Informasi Dokumentasi (PPID) di Kementan dalam penyelenggaraan 

pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi. Adapun tujuan 

dari Permentan tersebut antara lain: (1) komunikasi yang harmonis antara 

penyedia informasi dengan pemohon dan pengguna informasi pertanian; (2) 

integrasi antara penyedia informasi pertanian kepada publik.  

Pemerintah dalam beberapa waktu terakhir terus berupaya untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi 

pemerintah. Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Negara memiliki kewajiban melayani 

setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan 

dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Untuk itu berbagai terobosan dan 

perbaikan telah dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik baik itu instansi 

pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. 

Oleh karena itu, dalam hal ini perlu untuk mengetahui sejauh mana dampak 
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yang dihasilkan dari perbaikan tersebut melalui pelaksanaan Survey  

Kepuasan Masyarakat (SKM). 

Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey 

Kepuasan Masyarakat. Pedoman ini menggantikan pedoman sebelumnya dalam 

Permenpan No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat 

Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan sebelumnya dipandang 

tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. 

Sehingga perlu untuk disesuaikan dengan metode survey yang aplikatif dan 

mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk 

memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara 

pelayanan publik. 

Dalam Permenpan No. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa  SKM ini bertujuan 

untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan 

dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan sasaran 

: 

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam 

menilai kinerja penyelenggara pelayanan; 

2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik; 

3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif 

dalam menyelenggarakan pelayanan publik; 

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan publik. 

Dalam melaksanakan survey kepuasan masyarakat, dilakukan dengan 

memperhatikan prinsip, yaitu: 

1. Transparan 

Hasil survey kepuasan masyarakat harus dipublikasikan dan mudah 

diakses oleh seluruh masyarakat 
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2. Partisipatif 

Dalam melaksanakan survey kepuasan masyarakt harus melibatkan 

peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan 

hasil survey yang sebenarnya 

3. Akuntabel 

Hal-hak yang diatur dalam survey kepuasan masyarakat harus dapat 

dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan secara benar dan konsisten 

terhadap pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang 

berlaku 

4. Berkesinambungan 

Survey kepuasan masyarakat harus dilaksanakan secara berkala dan 

berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas 

pelayanan 

5. Berkeadilan 

Pelaksanakan survey kepuasan masyarakat harus menjangkau semua 

pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, 

golongan dan lokasii geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan 

mental 

6. Netralitas 

Dalam melaksanan survey kepuasan masyakat, surveyor tidak boleh 

mempunyai kepentingan pribadi, golongan dan tidak berpihak. 

Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survey Kepuasan 

Masyarakat terdiri dari 9 unsur yang terdiri dari: 

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan 

suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif 

2. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang 

dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan 

3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan 

4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara 
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yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara 

penyelenggara dan masyarakat 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang 

diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk 

pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan 

6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 

pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman. 

7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan 

8. Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai 

sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sarana prasarana 

adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama 

terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana 

yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan 

prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). 

9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara 

pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut 

Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh 

penyelenggara pelayanan publik dapat dilakukan dengan jangka waktu 

tertentu. Jangka waktu tertentu tersebut diantaranya setiap 3 bulan, 6 bulan 

atau 1 tahun. Penyelenggara publik setidaknya minimal melakukan survey 

sebanyak 1 tahun sekali dengan mempublikasikan hasil survey kepada 

masyarakat. 

Tahapan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat: 

Untuk kelancaran pelaksanaan survei maka diperlukan pemenuhan 

tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan. Tahapan tersebut meliputi 

penyiapan kuesioner, menguji coba kuesioner, menentukan sampel, 

mengumpulkan data, dan mengolah data survey. 
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Teknis Survey SKM 

BPSIP-BSIP NTT sebagai salah satu unit pelayanan publik lingkup 

Kementerian Petanian memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata  

Kerja UPT lingkup BSIP. BPSIP mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan 

diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Dalam melaksanakan 

tugasnya, BPSIP menyelenggarakan fungsi : (a) Pelaksanaan penyusunan 

rencana kegiatan dan anggaran penerapan standar instrumen pertanian spesifik 

lokasi; (b) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar 

instrumen pertanian spesifik lokasi; (c) Pelaksanaan pengujian penerapan 

standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (d) Pelaksanaan penerapan dan 

desiminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (e) Pelaksanaan 

penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen 

pertanian spesifik lokasi; (f) Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi 

pertanian spesifik lokasi; (g) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data 

penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (h) 

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi   standar 

instrumen pertanian spesifik lokasi; (i) Pelaksanaan urusan tata usaha dan 

rumah tangga BPSIP. 

Dalam pelaksanaan tupoksinya, BPSIP-BSIP NTT selalu berinteraksi dan 

bekerjasama dengan institusi/ instansi lain. Oleh karena itu perlu dilakukan 

pengukuran kepuasan masyarakat dan stakeholder lainnya terhadap layanan 

BPSIP-BSIP NTT selaku lembaga publik Negara.  
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2. Tujuan dan Sasaran   

Tujuan  

Survey kepuasaan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan 

masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan pelayanan publik di BPSIP-BSIP NTT.  

Sasaran  

Adapun sasaran Survey Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut: 

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam 

menilai kinerja penyelenggara pelayanan di pada unit-unit pelayanan di 

BPSIP-BSIP NTT Mendorong penyelenggara pelayanan untuk 

meningkatkan kualitas Pelayanan di BPTP NTT . 

2. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik di BPSIP-BSIP NTT 

. 

3. Rencana Kerja Pelaksanaan 

Pengukuran survey kepuasan masyarakat (SKM) di BPSIP-BSIP NTT 

dilaksanakan setiap triwulan berdasarkan laporan survey pada tiap bulan. 
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B.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

1. Metode Survey 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya 

berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif. 

Guna melengkapi hasil analisis, disajikan juga analisis kuantitatif sebagai 

pelengkap. Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan 

di BPSIP-BSIP NTT, antara lain: Petani, Mahasiswa, Masyarakat Umum, Dinas 

Terkait, Siswa. Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik simple random 

sampling. 

Tahapan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) di BPSIP-BSIP NTT, 

antara lain: 

1. Tim survey menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif 

dan sampel diambil dengan teknik simple random sampling. 

2. Tim survey membuat instrumen berupa angket/kuesioner, berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan 

Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

3. Tim survey mencetak dan menggandakan kuesioner yang telah disusun 

dan menentukan jadwal pelaksanaan survey serta Tim Survey melakukan 

survey sesuai jadwal. 

4. Kuesioner yang telah diisi dikumpulkan oleh petugas survey dan 

diserahkan kepada tim survey. 

5. Tim survey memeriksa kuesioner, jika ditemukan kuesioner yang rusak 

dan tidak terisi lengkap, maka kuesioner tersebut tidak diikutkan dalam 

analisis data 

6. Tim survey mengkoding kuesioner, memasukkan jawaban kuesioner dan 

menganalisis data  

7. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik 

deskriptif. 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

Data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner 

dengan jawaban terbuka. Kuesioner atau angket penelitian ini, terlampir. 

3. Variabel Pengukuran IKM 

  Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Nomor 14 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat. Pedoman ini 

menggantikan pedoman sebelumnya dalam Permenpan No. 16 Tahun 2014 

tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 Unsur antara lain: 

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 

jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

3. Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara 

yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara 

penyelenggara dan masyarakat. 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan 

dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk 

pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 

6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan 

pengalaman.  

7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 

8. Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai 

alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sarana prasarana adalah 

segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya 

suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan 
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untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk 

benda yang tidak bergerak (gedung). 

9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara 

pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut 

4. Teknik Analisis Data 

 Analisis data pada pengukuran survey kepuasan masyarakat (SKM) di 

BPSIP-BSIP NTT ini digunakan analisis statistik deskriptif. Kesembilan unsur 

tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dengan 9 item, 

dengan empat option jawaban. Adapun pensekorannya menggunakan skala 

likert, dengan skor 1 sampai dengan 4. Analisis selanjutnya mengkonversi 

ke dalam skala 100, dan kategorisasi mutu pelayanan di BPSIP-BSIP NTT 

sebagai berikut: 

 

Tabel  1.  Nilai Persepsi, Interval, Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja  UKPP  

Nilai Persepsi Nilai Interval 
Nilai Interval 

Konversi  
Mutu Pelayanan 

1 1,00 – 2,5996 25,00- 64,99 D Tidak Baik 

2 2,60-3,064 65,00-76,60 C Kurang Baik 

3 3,0644-3,532 76,61-88,30 B Baik 

4 3, 5324-4,00 88,31-100,00 A Sangat Baik 
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C. HASIL ANALISIS DATA 

 Unit kerja BPSIP-BSIP NTT terbagi menjadi 7 Unit pelayanan yaitu 1) 

Pelayanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Standardisasi Instrumen 

Pertanian, 2) Pelayanan Produksi dan Diseminasi Benih Sumber UPBS, 3) 

Pelayanan Laboratorium Tanah, 4) Pelayanan Perpustakaan, 5) Pelayanan 

Visitor Plot, 6) Pelayanan Magang/Pelatihan /PKL Siswa atau Mahasiswa, 7 

Pelayanan Kerjasama. Masing-masing unit terdiri dari jumlah sampel yang 

berbeda-beda dari hasil survei: 

1. Jumlah sampel permasing-masing unit pada pelayanan informasi 

di BPSIP-BSIP NTT Triwulan I 
 

Tabel  2. Jumlah sampel permasing-masing unit pada pelayanan informasi Triwulan I 
 

No. Unit Pelayanan Jumlah Sampel Jenis kelamin 
  

 
L P 

1. 
Pelayanan informasi, konsultasi dan 

rekomendasi standardisasi penerapan 
6 6 0 

2. 
Pelayanan Unit Produksi dan 

Diseminasi Benih Sumber (UPBS) 
2 2 0 

3. Pelayanan Laboratorium Tanah 1 1 0 

4. Pelayanan Perpustakaan 0 0 0 

5. Pelayanan Visitor Plot, 1 1 0 

6 Pelayanan Magang/Pelatihan /PKL 
Siswa atau Mahasiawa 

8 6 2 

7 Pelayanan Kerjasama  
6 4 2 

 Jumlah 24 20 4 

 

Jumlah responden periode triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2024 sebanyak 24 

responden, dengan pekerjaan diantaranya; PNS/ASN, civitas akademika, 

Pegawai/karyawan swasta, dan lainnya.    
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2. Rekapan Hasil Pengukuran Unsur pelayanan  
 

Tabel 3. Rekapan Hasil Pengukuran 9 unsur pelayanan  Triwulan I 

No Unsur Pelayanan 
Nilai Unsur 
Pelayanan 

Nilai IKM 
Mutu 

Pelayanan 
Kategori 
Kinerja 

U1 Persyaratan 3,67 91,75 A 
Sangat 

Baik 

U2 
Sistem, Mekanisme, 

dan Prosedur 
3,71 92,75 A 

Sangat 

Baik 

U3 Waktu Penyelesaian 3,63 90,75 A 
Sangat 

Baik 

U4 Biaya/Tarif 3,79 94,75 A 
Sangat 

Baik 

U5 
Produk Spesifikasi 

Jenis Pelayanan 
3,71 92,75 A 

Sangat 

Baik 

U6 
Kompetensi 

Pelaksana 
3,75 93,75 A 

Sangat 

Baik 

U7 Perilaku Pelaksana 3,58 89,5 A 
Sangat 

Baik 

U8 

Penanganan 

Pengaduan, Saran 

dan Masukan 

3,92 98 A 
Sangat 

Baik 

U9 
Sarana dan 

Prasarana 
3,67 91,75 A 

Sangat 

Baik 

Total Rata Rata Nilai 

IKM Triwulan I   
3,71 92,82 A 

Sangat 

Baik 

 

Ket:  

Sumber hasil survey Pengisian Kuisioner Triwulan I Tahun 2024 dilakukan oleh 

Tim 

 Laporan dan Tabel Data Data Terlampir 

     

Catatan  1. Sebelum pengisian kuisioner  telah dilakukan sosialisasi, namun ada yang 
masih mengisi dengan salah pemilihan karena belum mengerti dan 
membaca dengan seksama.  

 

2.  Nilai rata rata dari 9 unsur pelayanan pada triwulan I 2024 menunjukkan 
Nilai  Unsur pelayanan 3,71 dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

92,,82  (A) Sangat Baik.  
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Gambar 1. Grafik Nilai IKM Triwulan 1 Tahun 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

U1: Persyaratan, U2: Sistem, mekanisme dan prosedur, U3: Waktu penyelesaian, U4: 
Biaya/Tarif, U5: Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, U6: Kompetensi Pelaksana, U7: Perilaku 
Pelaksana, U8: Sarana dan Prasarana, U9: Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. 

 

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa nilai kinerja unit pelayanan publik di 

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur, Triwulan I 

(Januari-Maret) Tahun 2024 terkategori SANGAT BAIK  dengan nilai persepsi 

3,71 dan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) 92,82. Seluruh unsur 

pelayanan pula tergolong kategori sangat baik. Aspek penilaian tertinggi pada 

unsur pelayanan “penanganan pengaduan, saran dan masukan” dengan nilai 

3,92, urutan kedua pada unsur pelayanan “Tarif” dengan nilai 3,79, urutan 

ketiga pada unsur pelayanan “Kompetensi pelaksana” dengan nilai 3,75, unsur 

pelayanan “Sistem, mekanisme, dan prosedur” dan unsur pelayanan “produk 

spesifikasi jenis pelayanan” diurutan keempat dengan nilai 3,71, Unsur 

pelayanan “Persyaratan” dan unsur pelayanan “Sarana dan prasarana” dengan 

nilai 3,67 diurutan kelima dengan nilai 3,67 sedangkan unsur pelayanan “waktu 

penyelesaian” memperoleh nilai 3,63 dan pada unsur pelayanan “perilaku 

pelaksana” memperoleh nilai 3,58. 
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D. RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN  

 

Tindak lanjut dari hasil SKM BPSIP NTT Triwulan I Tahun 2024 maka 

nilai yang telah sangat baik dipertahankan dan bila perlu ditingkatkan dengan 

dilakukan perbaikan terhadap mutu pelayanan khususnya pada nilai unsur yang 

masih rendah. Untuk peningkatan mutu pelayanan akan dilakukan upaya 

diantaranya : 

No Prioritas Unsur 

Pelayanan 

Program/Kegiatan Waktu Penanggungjawab 

1. Waktu Penyelesaian Sosialisasi  kepada 

petugas pemberi 
layanan agar 

menyelesaiakan 
pelayanan sesuai 

dengan SOP. 

 

Juni 2024 BSIP NTT 

2. Perilaku Pelaksana Sosialisasi  kepada 

petugas pemberi 
layanan agar 
memberikan pelayanan 

prima dan tetap 
menjaga perilaku 

sesuai kode etik 
pelayan publik  

 

Juni 2024 BSIP NTT 
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E. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Survei IKM Triwulan I Tahun 2024 periode Januari – Maret 2024 berjalan 
sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.Adapun hasil survei sebagai 

berikut : 

a. Jumlah responden survei adalah 24 orang 

b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh 92,82 dengan 

nilai unsur pelayanan 3,71 terkategori “SANGAT BAIK” 

 

2. Rekomendasi 

Kepada semua Unit pelayanan yang ada di BPSIP-BSIP NTT dan seluruh 

pegawai di  BPSIP-BSIP NTT hendaknya meningkatkan pelayanannya. 
Secara umum penilaian yang diproleh terhadap keseluruhan unsur 
pelayanan sangat baik Oleh karena itu, perlu  dipertahankan dan 

ditingkatkan lagi. 
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Lampiran I . Data responen pada spreedsheet 
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Lampiran 2 . Pengolahan Data Pelayanan SKM 

 


